PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

DI WILAY AH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

SKRIPSI

Digjukan Sebagai Salah Satu Syaral Untuk Memperoleh Gela

OLEH :

ARIF FADLI
05 14MMI3

Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana (V)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg : 2804 / PK V / 0409




. -]"-in. Alumni Universitas ; Mama Mahasiswa Mo. Alompoi Fakultas ;
Arif Fadli

ap Tl.'-l]'lpﬂ‘."TgL!.-l hir : Lubuk ".uhrlirlﬁ.-'ﬂl Februari 1957 h'l Nama ﬂrmg: Taa : Jafri )
Fakultas : Hokum dj Program Kekbhusosap ;@ Sistem Perpdilan Pidane e) NoBP -
5140003 ) Tgl.Lolos : 06 April 2009 gy Lama Stedy : § Tahun § Bulan h) Prediloat
Lolus : Seagal Memuashao i) [PK: 329 [} Abmat Orang Tos : Sungai Baringio, Nagarl
Fanampung Ujong, Kee IV Angkek, Kab Agam,

PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG
Skripsi 8 1 el Arif Fudli, Pemildmidng fr Prof, Dr. i, Ebwi Danil, SH., MM, Pembinhing 1f: Shinta Agusting, SFL. ML,

ARSTRAK

Meringkatnya tndak pidana korupsi vang tidnk ferkoendadi nkan membawn bencana ridsk saja tevhodop kehidupan perckonomaun
ruzsional letapi jugs mda kehedupan berbangsa dan bernegars pads umumnva Dalam bal ini salah sab lindakan negarn melalw
apirat peregok bukum khusweys kepada hakim dalam upays pooberantasan dan penanggulangan adalah kekuassen don
kewenanpan uriuk menjasubkon pidons pads pelaky tmdak pidena korupsi. Dalam menjatubban pidana, hakons ans berdasarkan
perlimbangan-pertimbanpan, maka pidana yang dijotulikan bakan hane benar-heres berdsswkan oo kesdilan, Masalah dalam
penclition pneaea lain ; n) Hagzimenn prokiis penerapan pidang terhadep pelaky imdek prdona keoopst de wilzvah lkum
Tenpadilan Mepen Padang, b) Apas periimbangan hakim dalom menjiuhkean pidana leshadop peloko gimdak pidma keoopsd di
wilayah lukuen Penpadilan Megen Padong, ¢f Bagaimana impliknsi poiusan Pengadifan Neperi Padang dalam kasos tisdak padars
knrupsi lerhadap penepakan hukum pidana di walayah fmkum Pengadilon Megeni Padong. Dalam penufison skripst ing, penelition
vang dilakukom bersifal deskempod vaitu cars penelidan yapp menpambarkan secara lenpkap dan jelns lemang persaalan yang
diezlifi dengan pendekatun vuridis soawlopns erthadap ponctagem hukum di lapasgan olely pencgak bukom terkbusns kepada
hinkim. Hasil perelitian bahwa penerupan yang dilabekain oleh lakim kepads pelaku undak pidans kenapsi sudoh ditaksannkon
aleh bakim berdasarkan suran secam yuridis ponmabl dan hares wendok pads sturan yanp berfske. Sedanplkan pertimbanpan
haken dalam menjasuh&nn pidann herlandaszn pulz cmg dekvasn den herdeserkan ponbukizan dalan porsidangan dan jupa
difilz=t dan hal yang dspar membernikan dan meningankan pelnko Gndak pidana kenapsi. Sedangian implikasi pubusen Posgadilag
Mopen Padang dalam kasas tindak pidann komopsi terhadep penegadoon hukum pidona sodah bener. Petesan hakun yang, daberikan
dilamkisy dengsan sakap kehati-hatian dan szlalo konsisien terhadap ketenioan pemturan perurslangan yane wbs Terhadap respoi
durt masyazaks dae werdakowa serdin merekn menerima puinsan vang, diberikon ofeh hakim, adopun sehagian yang kamplan
terhndep pafsan haking dalam perkaza kerapsi bagi inasyarakat vang kurang iengetahai tentang prossdur bukum yang herlako
dnn adanyn suatu penyokeny dari belakeng supbya masvareial Romplem wrhadap punsan venp dipsichkan ofeh hakim
Diharapkan kepada hokim dalam melokukon penerapen prdana hanas dilakukan secara objekef dan berhari-bse fFdars yanp
dikesrikan fiw harus berdrsnrkan pertimbanpan yang wdil

Shripsi telab dipertahankan di depan sidang penguji dan dinvatakan lulus pada tanggal b6 April 2005
Abstrak telah diseto]ul oleh peagujk : =
A .

Tanda Tanpan e 1 2] -

'I__:h:'.ﬁ-— - | *"._:F-

— ! R, 7

‘Mama Terang Fadillah Sabri, SH., MIL | Yusrida, s,u. mu

f f,.

f’ﬁ
Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwvan, S0, ML, LLM, 2 :

MNama Teranp Tanda Tanj.-,an
/

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Momor Alumni @

Mengetahui :

Mo, Alumni Fakulias : Nama * Tanda Tangau

Mo, Alumni Universitas Mama Tanda Tangan




BAB1
PENDAHULUAN
ALATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 19435
ditegaskan bahwa Nepara Indonesia berdasarkan pada bukum. [ni berarti bahwa
Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi
manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedodukan di dalam hukum
dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya.
Hukum menetapkan apa yang dilakukan dan apa vang boleh dilakukan serta apa yang
dilarang. Sasaran vang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat
melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan
kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya
hukum demikian merupakan salah sata bentuk penegakan hukum,

Proses pembangunan  dapal menimbulkan  kemajuan  dalam  kehidupan
masyarakat, selain itu dapat jugs mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat
vang memiliki dampak sosial pepatif, terutama menyangkut masalah peningkatan
tindak pidana vang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat
dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi,

Berdasarkan  hasil riset lembaga-lembags  internasional, posisi negara

Indonesia berada pada urutan ke-80 dengan skor “Corruption Perception [ndeks



{CPD), 2.0, berdasarkan tahun 1908 ' Sclanjutnya, berdasarkan hasil survel lembaga
Transparcncy  International menunjukkan bahwa Indonesia masih sulit untuk
dibcranias meskipun rejim vang menyuburkan korupsi, yakni Orde Barmu lelah
tumbang, Hasil survei lembaga terschut mengategorikan Indonesia dalam lima besar
negara terkorup di dunia. (Kempas, 7 Januari 2002) suatu identitas bangsa vang tidak
menyenangkan, bahkan memalukan,® Sedangkan berdasarkan hasil  survei
Transparency International Indonesia (TII) menunjukan Indonesia merupakan negara
paling korup nomor enam dar 133 pegara, [ kawasan Asia, Banglades dan
Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK)
Indonesia ternyata lebibh rendah daripada negara-nepara tetangga, seperti Papua
Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura. Berdasarkan hasil survei lembaga
tersebut tahun 2003 yang berbasis di Berlin, Jerman [PK Indonesia sejak 2001 hingga
sekarang masih tetap berada di angka rendah 1.9 Selanjutnya, pada tahun 2005, per
Oktober 2005 atau setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla vang dipilih langsung oleh rakyat, peringkat Indonesia
membaik tapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi negara paling korup nomor enam di

dunia, dan Asia Tenggara tidak lagi menjadi negara paling korup nomor satu karcna

"Romli Atmasasmita, (2001}, Reformasi Hukum Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukim,
Bandung ; Penerbit Mandar Maju, hlm, 73,

* Luh Myoman Dewi Triandayani, (2002), Budeye Korupsi Ala indonesia, Jukartu: Posal
Studi Pengembangan Kawasan, him. 1.

“ Ewi Hartanti, (20033, Tindak Pidara Korupsi, Semarung: Sinar Grafika, blm 3.



posisi it ditempati Myanmar. Indonesia, dengan CPl 2.0, masih menjadi negam
paling korup nomor dua di Asia Tenggara,'

Berdasarkan hasil survei di aias masih berkembangnyva korupsi sampai saat
ini. Berkembangnya tindak pidana korupsi dapat dilthat dan banyak kasus-kasus
korupsi yang mencuak ke pengadilan, di mana terus menunjukkan peningkatan dari
tahun ke tahun di Indonesia secara umum dan khususnya di daerah Sumatera Barat.
Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus
terjadi dari jumlah kerugian negara, perckonomian dan menghambal pembangunan
nasional maupun dari segl kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis
serta lingkupnya vang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.”

Meningkatnya tindak pidana korupsi vang tidak terkendali akan membawa
bencana tidak saja terhadap kehidupan perckonomian nasional, tetapi juga pada
kehidupan berbanpsa dan bernegara pada umumnya, Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ckonomi
masyarakal, Oleh karepa itu semua tindak pidana korupsi tidak lag dapat
digolongkan sebagai kejahatan biasa, Begitu pula dalam upaya pemberantasannya
atau penanggulangan Gdak lagt dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan
cara-cara luar biasa®

Salah sat bentuk tindakan negara melalui aparat penegak hukum khususnya

hakim dalam upava pemberantasan dan penanggulangan adalah kekuasaan atau

* Tranparency Intermational, Corruption Perception Index 2001, 2002, 2003, 2004, 2003,
Berlin Germaeny, dikutip dari Akl Mochitar, (2008), Mesberamias Korpps? Eferiifoas Sisfem
Pembalikan Pembukiion Dalpm Grarifias, Jakara, him 4.

* Evi Hartanti, . Cir, hlm 2.

" Penjelasan Atas Undang-Undang MNewmar 30 Tabon 2002 tentang Komizi Pemberantasan
Tingak Pidara Korupsi



kewenangan untuk menjatuhkan pidana pada para pelaku tindak pidana korupsi atau
tindak pidana lainnya, sesuai denpan putusan pengadilan negara dalam menjatuhkan
pidana harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebhagai berikut:’

1. Hukum dilakukan denpan dasar hares memajukan dan mendukung
perbuatan  atau  tindakan  memperiabankan  tata  tertib  dalam
masvarakat,

2. Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan—perbuatan yang
dapat menimbulkan kekacauvan,

3. Megara harus mempertahankan tata terttb yang sudah ada.

4. Megara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila
ketentraman terganggu.

Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut, maka pidana  vang
dijatuhkan oleh negara atau para penegak hukum harus benar-benar dengan masa
keadilan, vairu keadilan menunit hukum dan keadilan menurut masyvarakat terhadap
pelaku tindak pidana khususnyva kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dalam
menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan tersendiri, mengenai fakta-fakia yvang
lerungkap di pengadilan.

Tuntutan penuntut umum scbapsl pengacara negara, pembelaan dari penasehat
hukum terdakwa, keterangan terdakwa atau saksi serta bukti-bukti, dan vang tidak
kalah pentingnya adalah  keyakinan hakim mengenai hal tersebut. Dengan
memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa, baik yang berdasarkan pada
undang-undang sebagai ketentuan tertulis maupun segala ketentuan hukum yang

hidup dalam masyarakat yang sebagian besar tidak tertulis seperti hukum adat dan

hukum kebiasaan, Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan putusan, karcna

? Soajono Digosiswors, {1974), Hukum Dolam Perkembongar Hubum Pidang, Bandung ©
Tarsite, hlm. 7.



hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilal hukum dan rasa
keadilan vang hidup dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di pengadilan tidak
boleh dipengarubi oleh hal-hal yang membust keberpibhakan terhadap kepentingan
pribadi atau kepentingan keluarga atau kepentingan kelompok orang, Hal mana dapat
menyehabkan kepentingan orang lain terabaikan, terwtama bagi hakim dalam
menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap suatu perkara dan tidak terkecuali perkara
korupsi yang rentan terhadap adanya mafia peradilan. Pada umumnya terdakwa
dalam kasus tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan,
kedudukan, pendidikan vang memadai scbagai modal dasar untuk menjarah uang
rakyat, Kejahatan ini dilakukan oleh intelektual busuk vang mana kejahatan yang
dilakukan oleh orang—oerang vang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat
dan dilakukan sehubungan dengan tugas dan wewenang vang dimilikinyva. Hakim
hendaknya dalam menjatubhkan puolusan pemidanaan dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya tanpa adanya unsur kepentingan sedikitpun, Hakim harus selalu
memegang teguh konstitusi negara ini, tidak terpengaruh terhadap suap atau hal lain
vang mempengaruhi putusannya demi kepentingan umum dan dengan demi keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha sa

Berhubungan dengan hal di atas memang menunjukkan suatu rasa keadilan
namun secara praktik menimbulkan rasa ketidakadilan, Hal ini memberikan dampak
vang nepatif dalam hal pencgakan hukum yang lemah yang pada akhimya
menumbuhkan budaya tidak bertangpung jawab vanpg diwarnal sussana anomis yang

menghalalkan segala cara untuk sukses. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan



tangpung jawab terscbut, juga berdampak nepatif dalam pembanpgunan bidang
ekonomi, antara lain  telah terjadi  prakiik  penyelengparaan negara  lebih
menguntungkan kelompok tertentu, yaitu dengan munculnya praktik konglomerat dan
sekelompok pejabat negara vang tidak kalah pentingnyva keterlibatan aparat penegak
hukum it sendif. Sehingga beepuncak pada terjadinya penyimpangan, berupa
penafsiran hukum yang hanva sesuai dengan sclera penguasa dan aparat hukum,
penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa Keadilan, kurangnya
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat membahayakan
eksistensi hukum dalam masyarakat dan negara.®

Karena tindak pidana korupsi jelas menimbulkan bahaya bagi rakyat dan
bangsa Indonesia, maka diperfukan svatu upaya dalam penangpulangan tindak pidana
korupsi oleh pemerintah yang diwakilkan kepada aparat penegak hukum melalui
penjatuhan pidana vang diterapkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi di
samping beberapa hal lain vang ada hubungannya dengan permasalahan tindak
pidana korupsi.

Dari gambaran permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk membuat karya tulis berbeniuk
skripsi vang diberi judul ;*PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN

NEGERI PADANG ™.

¥ fomli Atmasasmita, O Cit. him, 64



BAB 1Y

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bhasil penelitian dan pembabasan maupun dari bahan-bahan

lainnya yang telah sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dapat

disimpulkan sebapai berikut :

1.

13

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilavah hukum
Pengadilan Neperi Padang sudah dilaksanakan oleh hakim berdasarkan aturan
secara yuridis normatif berdasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2(01. Hakim
hanya menjatubkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesua
kebebasan yakni adanya kenyakinan yang dimilikinys berdasarkan adanya
ketentuan minimal dan maksimal, namun kebebaszan vang dimiliki oleh hakim
bukan bebas tanpa aturan tapi hakim harus tunduk pada koridor hukum acara
vang berlaku.

Pertimbanpan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang  adalah
berdasarkan kebebasan hakim dalam menilai dari unsur subjektif dan unsur
objektil. Dalam hal in hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hal yang
memberatkan  dan  meringankan  dalam menjatuhkan  pidana. Namun
bagaimanapun perlimbangan hakim itu juga terkail dengan pembuktian vang

berdasarkan pada pada Pasal 184 KUHAP dan ditambah denpan kenyakinan

r -
FiL |

hakim dalam menjatubkan pidana. T T
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